
BUPATI TANATORAJA
PROVTNSI SULAWESI SELATAN

PtsHIATiJRAi{ BUPATi TANA TORAJA
NOMOR: 2l TAHUN 202,t

TENTANG

RENCANA AKS| DAERAH

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

KABUPATEN TAI{A TORAJA

Menimbang : a

TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAH AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa air minum dan saniiasi merupakan kebutuhan dasar
masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan
cjerajai kesejahteraan masyarakai,

bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami
berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan Rencana Aksi
Daerah Bidang Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan yang layak dan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Tana Toraja
rahun 2021-2025.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerahdaerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran NegaE Republik

lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor Nomor 1822);

undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber uaya Alr
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelay-anan -Publik
(Lembiran Neqara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
'112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemb€ntukan

Peratuian Peiundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tah,.]n 201i Nomar 82, Tambahan Lembaran Neg?ra
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Republik lndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

rrulltur r.rrrr,5(,ucga llall.i tcaa|l giuuait yrroeaapa i(aia
terakhir dengan Undang-undang Nomor g Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lh.l^^6<i- N^6^. EATO\'

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOl teniang pengelolaan
Kualira! Air dan Pengendalian pencemaran (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembiran
Negara Republik lndonesia Nomor 2OO1);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5 tenlang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran NeoarI
Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 33, Tambahan Lembiran
Negara Republik lndonesia Nomor 4490);

Pera!r-!!.an Peo?inlah Nomor 6 Tahrrn 2OOg tenlang Eva!,_!asi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembara-n Negara
Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembiran
N€ara Republik lndonesia Nomor 4915);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO8 tentang pengelolaan
Si,njuer Oaia Air (Lenrbaian i.legaia Repijblik ln,:-onEslj lahirn
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4858);

PeraluEn Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik tn'Oonesia
lahun 2015 Nomor J45, tambahan LemDaran Negara Republtk
lndonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O1g tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik hdone-sia Tahun
2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik tnOonesla
Nomor 6'178);

Peraturan Presiden Nomoll8 Tahun 2O2O lentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasio naltahun 2OZ6_zOii:
Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 1glpR:|lMl2O12
ierriarrg Fetiorrrarr FetItbirraarr FellyeieriggaraarI i",,ga,,ri.rar9""
Sistem^P^enyediaan Air Minum leeri'ta lf{ira n"puOtii fnO*"!"
lahun 2012 Nomor 1127),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 20istentang Pembentukan produk Hukum Oaerah (aerifa Neglra
Republik lndonesia Tahun 20.tS Nomor 2036) seOigaimani tELtr
diub-ah dengan peraturan Menteri Datam N.gjri Hori", i2oi"-;i;
20'18 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam NeoerrNomor 80 Tahun 2015 tenrang pembentuka" prJ;i i;'tir;
?3j,rah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun ZOfg Nomlr
13/ ),

Peraturan 
.Menleri Oalam Negeri Nomor g6 Tahun 2017renEng Iata Cara perenc€naan. pengendalian dan Evaluasr IremDangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanoan peratu,r^n /

Daerah tentang Rencana pembangrn"n .lrngk, i"t"r;-;;;; l.
dan Rencana pembangunan .r""ir" l,r."iig"n ffirir,. ff;
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Menetapkan

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daelah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
.Rencana Keria Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

'17. PeratuEn Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
K-ab,.!p?1e!1 T3ns Tnraja T?hun 2010 - 2030:

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021 - 2026,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG BENCANA AKSi
DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 202'I-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja;

2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
I inokungan selaniutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah
dokumen operasionalisasi kebtakan daerah jangka menengah
dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan
berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung
percepatan pencapaian Target SOG pada tahun 2024 dan target
SDGS pada tahun 2030,

3. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air
minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air
berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari
tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasr
lairlllva Srrmber air minllm la.vak )rang meliputi air leding keran
umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air
terlindung, serta air hujan;

4. Sumber air minum tak layak didefenisikan sebagai sumber air
dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran

i 
^ 

_-1_- .{^-r_.^,, .:,,1-1, r6''t:-'{i rn^ A^.;
^v,4,,9 

qo,, i-ini r,riji tg
kontaminasi lainnya. Sumber t€rsabut antara lain mencakup
sumur galian yang tak lerlindung, mata air tak terljndung, air
yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan
dari sungai, danau, kolam, dan saluran arigasi/drainase;

b. Fasixlasr sanitasi yang iayak cjidefenisikan seixgai sarana yang
aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna
dan lingkungan di sekitamya dari kontak dengan kotoran manusia;

6. Fasilitasi sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher
angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa
saluran pembuangan atau tangki septiUSPAL,

ll
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7 Fasiltasi sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang
' 

r""no"fit ke seloian. saluran terbuka sungai' atau lapangan

iljru,ril, iiru'- cemptung tanpa segel slab' wadah ember' dan

toaiel gantung;

L Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang- 
,un"rnp"ik"n masyarakat sebagai Pelaku utama d1l -ryTl:r
dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberoayaan

dan partisipasi aktif masyarakat:

9. Pendekatan berbasis lembaga adalahpendekatan penyelenggaraan

pelayanan melalui dinas,badan, perusahaan daerah, dan lembaga

swasta;

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanlutnya disingkat dengan

SPivi adaiah ieieniuatr ientarrg jettis riatl rrruitt peiayarlail liasar
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap

warga secara minimal;

11. lndikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air
minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan
jaringan perpipaan dan bukan perpipaan teriindungi dengan
kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;

'12. lndikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah
setempat yang memadai dengan target SPM 600/0, dan tersedianya
sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota denqan taroet SPM
5o/o:

13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggatan dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;

14. lndikator kinerja adalah alat ukur spesfrk secara kuantnatrt
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran,hasil, manfaat,
dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu program atau kegiatan;

15. lsu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utamayang
dinilai paling prioritas untuk diangani selama periode prenGlnaan
karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan
karakteristik bersifatpenting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan
pembangunan;

16. Arah kebiiakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan;

17. Strategi adalah langkah-langkah mendasar{itu berisikan program-
p;oEiam ifidikaiif untuk mencapai tujuan daii sasaian
pembangunan;

18. Program adaiah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OpD alau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran oan tujuan pemDangunan daeran:

'19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, dan lerdiri dari sekumpulan tindakan t
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya /,
manusia), barang modal termasuk peralatan, dan teknologi, dana, f



daya tersebut, sebagai masukan (input) uotuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang{asa; Koordinasi adalah
kegiatan yang meliputi pengauran hubungan keriasama dari
beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan
wewenang yang saling berhubungan dengan luiuan untuk
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;

20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diamhil lindakan sedini mungkin:

21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (ouFul), dan hasil (oulcome) terhadap
fencana dan standar;

22. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan;

23. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah:

24. Pamsimas adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan
o.rlnralr urrl uarlrrl n,lasyara^a\

25. OPO adalah singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II
PERAN, FI-INGS!, DAN KEDI IDI IK.AN RAD AMPI

Pasal2

RAO AMPL Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2025 beryeran sebagar
instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan
santasr dafl Demagar sumber pemDrayaan setama tanun 202 i sampat
dengan tahun 2025 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum
dan sanitasi bagi masyarakat.

RAD AiviPL Kabupaien
berfungsi sebagai :

Pasal 3

Tana Toraja Periuie

a. lnstrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum
dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat
dan pendekatan kelembagaan;

b. lnstrumen operasional kebrakan pengembangan pelayanan air
minum dan sanitasijangka menengah daerah (5 tahun);

c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi
untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasitarget jumlah
desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui
pemoangunan baru. pruasan, maupun peningkaEn kinerja).

d. lnstrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran
APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam
RKPD disetiap tahunnya.

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Tahun 2021-2025 disusun
berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja dan menjadi
dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, renja
SKPD, dan APBD Kabupaten Tana Toraia sampai dengan 2025.

/fr,

I
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BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tana Torala lahun 202'l- m25
adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Tana Toraja, serta
dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Tana Toraja ke dalam
pr ogr ar r r/regiaiar r Perrrerirriair Fruvirrsi, Perirerirriair PuSai, duriia usaira,
dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tana Toraia Tahun
,li 1.,-. ADDn k-A!r^-1ah !--^6 _l_^.-i- m-L^vst,gqi, wdi,s

pelaksanaan prog€m/tegiatan lersebut dikoordinasikan oleh Bappeda
dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAO AMPL Kabupaten Tana Toraja Tahun
2021-2025 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan
APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati
antar Pemerintah DaeIah Kabupaten Tana Toraja dengan pihak

DenYandanq dana.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal I

(1) Pemantauan pelaksanaan RAO AMPL dilakukan minimal 2 kali
dalam setahun.

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir
tahun pelaksenaan

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan
penyusunan kebuakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan
informasi publik.

(4) Kepala OPL) kabuPaten meiakukan pemantauan dan evaluasl
program/kegiatan RAD AMPL yang meniadi tanggung jawab
OPO masing-masing.

(5) Oalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya
a\Dn -^r^t,t,l,^6^ctea^*.vsE, rPe,,rn rrPar rvor l rqJrrr ^sPsrq

tindakan perbaikan/penyempumaan.

(6) Kepala oPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi
kepada Kepaia Bapeda.

(7) Masyarakat b€rhak menyampaikan pendapat dan masukan
kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media
lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kineia pelayanan
air minum dan sanatasi daerah.

(8, Masyarakar berirak memperoieh iniormasi .renrang hasii rindak

I
l.
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Pasal 9

(1) Kepala Badan perencanaan daerah Kabupaten Tana Toraja

rnciakukarr evaitrasi ieriratiap iapurarr irasii pettlarriauatt riatt

evaluasi Pelaksanaan RAD AMPL.

(2)

(3)

Oalam hal evaluasi menuniukkan adanya ketidaksesuaian/
penyimpangan, Kepala Badan perencanaan daerah
menyan'lFaikan !'ekomendasi dan langkah - langkah
penyempurnaan untuk ditindaklaniuti oleh Kepala OPD.

Kepala OPD menyampaikan hasil tindak laniut perbaikan/
penyempurnaan kepada kepala Badan perencanaan daerah

(4) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
kepada Bupati.

BAB V

lr*

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Tana Tora.ia lahun 2021-2025
cAhts.im.n. tarF.^ttt6 .lal.m l.m^i66 uM mA6'heL.n t\ ni^^ litl^k
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati Tana Toraja ini mulai bedaku pada tanggal
drundangkan: Agar setrap orang mengelahutnya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam
Berita Daerah Kabupaten Tana Tora.ia..

Ditetapkan di Makale
yFada iarrggai 30 Agvdur eodr

$,/ BUPATI TANA TOR JA, q

EOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
Pada tanggal 3o agurhr &&
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 9I


